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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR: 3 TAHUN 2005

3 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG

a. bahwa uniuk melaksanakan ketentuasn pasal 127 Undeng-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentanpg Pemerintahan Daersh dan dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tehun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dasrsh serta Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 159 Tehun 2004, tentang Pedoman Crganisasi
Kelurshan, periu menetapkan kembali Pembentukan Kelurahan pada

Daerah Kabupaten Karawang ;

b. bahwa Pembentukan Kelurahan scbagaimana dimeksud huruf a, perlu

ditctapkan dengan Peraturen Dacrah

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dnerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat,

{Beritza Negara Tahun  1950);

2. Undang-undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 32 Tohun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
{Lembaran Nepara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437),

4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangsn
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negars
Tahun 2004 Nomor 126, Tambshan Lembaran Nepara Nomor 4438);

5. Peraturan Peméenniah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Instansi Vertikal di Dacrah {Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Nomer 3373);

6. Pemturan Pemeninteh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi sebagai Daersh Ctonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 MNomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952),
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7. Deraturan Pemeriniah Nomor 20 Tehun 2001 tentang Pembinaan dan
I'cngawasan alus Penyclenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran
Negars Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Momor
4070);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;

9. Kcputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Peecreh Nomor 23
Tahun 2002, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,

10. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomar 158 Tahun 2004, tentang
Pcdoman Crpganisasi Kecamatar,

11. Keputusan Menteni Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004, tentang
Pedoman Organisasi Kelurahan,

12, Peraturan Dacrah Nomor 1 Tuhun 2001, tentang Kewenangan
Pemerintah Kobulen Kerawang,

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tehun 2002 tenteng Rencens Siratems
Kabupaten Karawang Tahun 2001-2005;

14. Peraturan Dacrah Nomor 2 Tashun 2004, tentang Pembentukan
Sckretarial Daerah, Sekretariast DPRD, Dinas Dsersh dan Lembaga
Teknis Dacrah;

15. Peraturan Dacrsh Nomor 1 Taohun 2004, tentang Pembentukan
Kecamatan pada Dacrah Kabupaten Karawang.

Dengan Persclujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Menctapkm

Dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN PADA DAERAH
KABUPATEN KARAWANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daolaw peraturan daergh i1 yang dimaksud dengan :
3. Dacrah adalah Kabupalen Karawang,

b.  Pemerintah Dacreh adalah Pemerintah Kabupaten Karawang,
¢.  Peraturan Daerh adalah Peraturan Dacreh Kabupaten Karawang;
d Bupatt adalah Bupati Karawang;
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Sekrelaris Daerah adalgh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
Kecamatian acdalah Kegamatan dalam Wilayah Kabupaten Karowang,
Camat adalah Kepala Kcecamstan dalam Wilayeh Kabupaten
Karawang,

Kelurahan adalah Perangkst Daersh yang dipimpin olch Kepals
Kelurahan dan berada di Wilaysh Kecamatan;

Kcepala Kclurshan sclanjutnya disebut Lurah;

Lingkungan adalah wilayah kerja tertentu dalam Kelurshan dipimpin
olch scorang Kepala Lingkungan;

Kelompok Jabatan Fungsional edalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang scsuai dengan
profesinys dalam rangks mendukung kelancaran pelaksanasn tugss;,

Tugas Pembantuan adslah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
dan Desa dan dari Dacrah ke Desa untuk melaksanakan tugas
tertentu yang discrisi pembiayaan, sarane dan presarena seria sumber
daya manusia dengan kewsjitan melsporkan pelsksanaannys dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;,

Rukun tetanpga dan rukun warga atau scbutan lainnya adalah
lembugn masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, digkui den
dibing oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilei-
niiai kchidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotong-
royongan dJan kekcluargaan serta untuk membantu meningkatkan
kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di Kelurahen,

BAB O
PEMBENTUKAN
Pasel 2

Dcnpan Persturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan-kelurahan pad:
Daerah Kabupaten Karawang,

Keluwralun-kelurhan yang dibentuk berdasarkan ayat (1) pasal in:
adalah

1. Kelwahan Karawang Kulon,
2. Kclumhian Karswang Wetan,
3 Kelurshan Adiarsa Barat,
4 Kelurahan Adiarsa Timur,
5. Kelupahan Tanjungpuca,
¢  Kelurhan Tanjungmekar;
7. Kelurshan Tunggakjati;

8  Kelurshan Palumbonsari;
9. Kclurahan Plawad;

10, Kelurshan Karangpawitan,
1§, Kelurmhan Nagasari;

12, Kelurahan Mekarjati.



3

(n

)
)

(1

2

3

Luas din bulas kelurahan sebagsimana ayat (2) pasal ini, diatur
dengan Kepulusan Bupati.
BABIN
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagioen Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Kelurahan merupakan perangkat daersh yang dipimpin oleh Kepala
Kelurahan dan berada di Wilayah Kecamatan;

Kepala Kelurahan disebut Lurab;

Lurah scbagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berada dibawah dan
bertangpungjawab kepada Camat,

Bagion Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Kelushan mempunyai tugas pokok melaksanekan sebagian
kewénangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas
lainnya berdasark an perundang-undangan yang berlaku,

Scbagi:m kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lursh
sebapaimana tercantumi dalam syat (1) pasal ini diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati;

Selain tugas scbagaimans dimaksud ayat (2) pasal ini Lursh
mempunyai tugas

Pelaksangan kegiatali.pemeﬁntahan kelurahan;

a
b. Pemberdayaan masyarakat;
¢. Pelayanan masyarakat,

d

. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

¢. Pecmeliharaan prasarana dan [asilitas pelayanan umun.

Bagian Ketiga

Fungsi
Passl 5

Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasel 4 Peraturan Dacrsh

ini, Lurah niempunyat {ungsi :

3.

Peluksanazn Pembinzan, Pasilitesi dan Penyelenggeresn kegiatan
dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatar,

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan
vertikal tingkat atasannya yang dileksanekan diwilayah kerja
keturahan. -



Bagian Empat
Organisasi
Pasal 6
(1} Eelurghan terdi dari

a. Lurah,
b. Sckretaris Lurah;
¢. Seksi Pemeriniahan;
d. Scksi Ketentraman dan Ketertiban;
¢ Scksi Pembangunan dan Kesejshtersan Sosial;
f. Kctompok Jabatan Fungsional.

2} Bagan Struktur Orgznisass dan Tata Kerja Kelurghan, sebapaimana
dalam lampiran Peraturan Daernh int, merupakan bagian yang tidak
terpisabkan.

BABIV
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
' Paragraf 1
Unsur-unsur Organisasi
Posal 7
Kelurahan terdiri alas unsur-unsur :
a.  Pimpinan adaleh Lurah;
b.  Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Lurah;
Pelaksana saaloh Seksi-seksi;
Kelompok Fabatan Fungsional.

o

~

Paragraf 2
Ridang Tugas Unsur Organisasi
Alinea Pertama
Lursh
Pasal 8

Lurash mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan  kegistan  dalam  penyelenpgarman  pemenniahen,
pembangunan dan kemesyarakatan berdasarkan peraturan  perundang-
undangaii.
Aline Kedua
Sekretaris Lurah
Pasal 9

(1) Sekretagis Luroh mempunyai tugas pokok membentu Lursh dibidang
pembingan administrasi  dan  memberikan pelayanan  teknis
administrasi kepada seluruh Perangkat  Kelurahan;
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Peluksinaun tugas pokok scbagaimana dimaksud ayat (1) pasa! ini,
Seckretaris Lurih mempunyai fungsi :

a.  DPengumpulan bahan, pengevaluasian deta dan perumusan
program seria petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;,

b.  Penpkoordinasikan kepiatan pembingan administrasi dan
pelayonan administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;,

Penyusunan program tahunan kelurahan;
d.  Penyusunan laporan kelurshan,

¢.  Pengelolaan urusan rumsh tanggs, kepegawaian, perlengkapan,
surat menyurat dan kearsipan.

Alinea Ketign
Seksi Pemcrintshan
Pasal 10

Seksi Pemerintahan mempunyai tugss pokok membantu Lurah dalam

penyelenggarann  pembinaan administrasi dan peleyanan teknis

administrasi dibidang pemerintahan;

Pelaksanaan tugas pokok scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
eksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.  Pengumpulen bahan dalam rangks pembinssn wilayah dan

masyarakat;
b.  Pengumpulsn dan  pengolahan  data  pemerintahan,
kependudukan dan pertanshan;

¢.  Perlaksanaan pelayanan kependudukan,

Pelaksanaan penyusunan bahan laporan dibidang pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan.

Alinea Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 11

Seksi Ketentruman dsn  Ketertiban mempunyei tugas pokok
membantu Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
dan perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan tupas pokok scbapeimena dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a.  Pengumpulan, pengolshan dan evaluasi data dibidang
ketentraman dan ketertibar;

b.  Pengelolaun kegiaten dibidang ketentraman dan ketertiban,
Penyelenpgaraan peslindungan masyarakat (linmasy,

d.  YPeclokssnaen evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.



Alinea Kclima )
Seksi Peinbangunan dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 12

(1) Scksi Pembangunan dan Kesejahtesnan Sosisl mempunyai tugas

pokok membantu  Lurah  dnlem  penyelenggaran kegiatan
pembangunan dan dan kesejshteraan sosial,

(2) Pelaksanzan lugas pokok scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal i,

Seksi Pembangunan dan ¥.esejghteraan Sosial mempunyai fungsi :

a.  Penpumpulan, pengolehan dan  evaluasi dala  dibidang
perekonomian, pembangunan dan kesejahtersan sosial,

b.  Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan  dan  peningkaten  perskonomian  seria
kescjahteraan sosial;

c. lenyclenpparsan edministrasi  perekonomian, pembangunan
dan kesejahleraan sosial;

d. Pelaksansan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan
peningkatan perekonomian, pelaksanaan pembangunan dan
kescjahteraan sosial.

Parapraf 4
Kelompok Jabatan Fungsionst
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melsksanakan
sebagian kegiatan kelurmhan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
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Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15,
terdiri dart sejumlah tensge dalam jenjeng Jabatan Fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keshiiannys,

Setiap kclompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin
aleh scosang lenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepale
Keturahan.

Bagian Kelima
Hal Mewakili
Pasal 13

Sekretaris Lurab mewekili Lurah apabila berhalangan dalam
menjalanken tugasnys;

Dalam hal Seckretaris Lwrsh berhalangan meka Lursh dapat
menunjuk Kepnla Scksi sesuai dengan bidang tugasnya:
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KFEPEGAWAIAN
Pasel 16

(1) Lurab, Sckretaris Lursh dan  Kepala Seksi diangkst dan
diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat;

(2) Lurah berionggungjawab dalam hal perencansan dan pengelolaan
kepegawaian,

(3) Kectentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian distur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V1
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapstan Belanja
Dacrah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BADB VII
PEM BINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi kelurahan sebageimans dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pembentukan Orggnisasi dan Tala Kerja Kelurshan sebagaimiana Peraturan
Dacrah ini, diberlakukan selambat-lambatnye tanggal 17 Januari 2005.

BABTIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan diundangkannya Persturan Dacrah ini, maka Persturan Dacrah
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembeniukan Kelurahan peds deerah
Kabupaten Karawang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karewang Nomor
5 Tszhun 2003 tentang Perubshan Pertsms Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 16 Tshun 2000 tentang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta segala ketentuan yang
bertentangan dengan peraturan daerah jni dinyatakan lidak berlaku lagi.
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Peratwan dacrah 1, mului berlaku sejak 1anggal diundangkan.

Agar scliap orang mengelahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
dasrah ini dengan penempatannys pada Lembaran Daersh Kabupsten
Karawang.

Ditetapkan di Karawang.
r::l: 16 rebruﬂri 2

N

Dumdangkandi Karawang
poda tangzel 16 Pebruari 2005

BARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005
NOMOR : 3 SERI: D




